
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR ;-'. TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNA}i UMAT BERAGAMA DAN DE,WAi\i
PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN

KOTAWARINCIN BARAT PERIODE TAi{Ui{ 2A22 2A26

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT.

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 avat (1)
dan pasal 11 Ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 20A6 I
Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan
Tugas Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan
Umat Beragama, Pemberda_rraan Forum Kerrikunan
Umat Beragama dan Pendjrian Rumah Ibadat, perlu
membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama dan
Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama
Kabupaten Kotawaringin Barat;

bahv,.a berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Forum l(erukunan Umat
Beragama dan Dewan penasehat For.um Kerukunan
lmat Beragama Kabupaten Kotar.l.aringin Barat
Periode Tahun 2022 - 2O26;

Mengingat : 1

b

2

Undang-Undang Nomor 2T Tahun 1g5g tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
J9l3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II diKalimantan {Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor g) sebagai Undang_Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 renrang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau penodaan
Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Nomor 2T26);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 21fi
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor lT
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemas-varakatan
menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 239, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5g7)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2J
Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nonror.5g.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor l Z Tahun 2Ol3
tentang Organisasi Kemasr-arakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261 Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5g5g);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Arc tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (t.embar Negara Republik
Indonesia Tahun 2Alg Nomor 42, TambahLn L,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S Nomor 2036);
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 201g tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor gO Tahun
2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201g
Nomor 157);

J

6

7

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7T Tahun zo2o
tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun Z1ZO Nomor
1781);
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9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala
DaerahlWakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah
Ibadat;

10, Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2OO2
Tentang Organisasi dan Tatakeda Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen
Agama Kabupaten/Kota;

1 1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6
Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan
Gubernur Nomor 6 Tahun 2OOZ tentang pedoman
Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama
Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan
Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2010 Nomor 6);

t2 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 10 Tahun 2Ol9 tentang pembentukan produk
Hukum Daerah {L,embaran Daerah Kabupaten
Kotanaringin Barat Nomor lO Tahun 2A1.9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 98);

13 Peraturan Br:pati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun
?O2O tentang Kedudul<an. Susunan Organisasi. Tugas
Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan polirik
Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah
Kabupaten kotau.anngin Barat Tahun 2OZA Nornor 4Sl.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
KESATU

KEDUA

Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama dan
Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat 

*-B.raga*"

Kabupaten Kota,*'aringin Barat periode Tahun Z1ZZ2026, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam lampiran t dan Lampirarr TI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Iiepr-rtusan
Bupati ini ;

Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dew.an
Penasehat Forum Kerukunan Umat BeragamaKabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana- di
maksud dalam diktum KESATU mempunyii tugas :
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1. Forum Kerukunan Umat Beragama Memmpunyai
TUgas :

a. Meiaksanakan dialog dengan pemuka agama dan
tokoh masyarakat;

b. Menampung aspirasi
aspirasi masyarakat;

ormas beragama dan

c. Menyalurkan aspirasi orrnas beragama dan
masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai
bahan kebijakan Bupati;

d. Meiakukan Sosialisasi Peraturan Perundang
undangan dan kebgakan dibidang keagamaan
berkaitan dengan kerukunan umat beragama
dan pemberdayaan masyarakat, dan ;

e. Memberikan rekomendasi tertulis
permohonan pendirian rumah ibadat.

2. Dewan Penasehat Forum Kerukunan
Beragama mempunyai tugas :

atas

Umat

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

a. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan
kebijakan pemeliharaan kerukunan umat
beragama;

b. Memfasilitasi hubungan keq'a Forum Kerukunan
Umat Beragama dengan pemerintah Daerah dan
hubungan sesama Instansi pemerintah di Daerah
dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Dalam melaksanakan tugasn-va Forum Kerukunan
Umat Beragama dan Dewan penasehat Forurn
Kerukunan Umat Beragama sebagaimana di maksud
pada dikttrrn KESATU clibantu oreh sekrerariatdengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam lampiran III .vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupaii ini:

S_ekre_tariat sebagaimana dimaksud pacla riiktumKETIGA mempunyai tugas membantu
penyelenggaraan tugas-tugas Forum Kerukunan
Umat Beragama dan Dewan penasehat Forum
Kerukunan Umat Beragama serta mengelola
administrasi;

Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan
Penasehat Forum i(erukunan Umit Beragama cialarn
pelaksanaan tugasn-va bertanggung jawab dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada
Bupati Kotawaringin Barat;
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Forum Kerukunan Umat Beragama clan Deu,an
Penasehat Porum Kerukunan Umat Beragama
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
diberikan Honorarium sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan
Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kotawaringin Barat;

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
padatanggal 2D J?furtt' Prlri

BUdATI KOTAWARINGI}{ BARAT,

M
NURHIDAYAH



SUSUNAN I'ENGURUS h-ORUM KERUKUNAN trMAT IJURA(}AMA (1.'KI-l.l)

KAtsUPA'I'EN KOTAWARINGIN BARA'T PERIODD TA}IUN 2022 . 2026

NAMA .IABATAN DALAM FKUB U1'USAN

KF.TTJA

LAMPIRAN I

KEPTJTUSAN RI.JPATI KOTAWARINGIN L]ARAT
l,lOlvlOR -'r 1'AIIL.iN 2O22
.I' I'NTA NG PT.,M tsEN'TLihAN ITORU M KT'RU KUNAN
UMAT BERAGAMA DAN DT,WAN PENASEFAT
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA SER'TA
TIM SI'KRF]TAR1A1' I"'ORUM KF;IIUKUNAN LJMA-I'
BERAGAMA KARUPATEN KOTAWARINCIN
tsARA'l' PDR1ODU I'AI{UN 2(t22 - 2A2{)

WAKIL KETUA I

Nahdlatul IJlama

Muharnmadit'ah

Ml'J]

Kristen Protestan

Budha

MUI

Kristen Protestan

Katolik

Muhammadiyah

Mr-rhammadivah

Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ularna

Nahdlatul tJlama

TI KOTAWARINGIN BARAT.

DAYA}J

2

NO

I Drs I-1. ABDtlt. KADIR

J

I.I,A DARfulANSYAH. HD

II MTJ'MIN RIDLO IDRIS

PdI MENANTI SITORUS. S Th

WAKiL KETIJA II

.l SEKRETARIS

GEI-IAN WIJAYA WAKIL SEKRI]'|AIIIS

6. HI. SOFIAH HARYATI, BA ANCGOTA

7 Dr. EI.TARANI, S.Th ANGCOTA

8. SENTANA IBNTJ HALIM ANGGO'fA Konghucu

9 r.I MARYONO ANGGOTA LDII

l0 I NYOMAN KIRA ANGGOTA Hindu

11 YOKER ANGCOTA Hindu

t2 RUDOLF DITA, SP,,M,Si ANGGOTA

13 H. DIRWANi KADIR ANGGOTA

14. DTs, SARLAN LAMRI ANGGOTA

ls Drs. ASROQI ANGGOTA

t6

H. MATSIHA, SH ANGGOTAl7

--_-r=---'----

KHAIRIL ANWAR ANGGOTA

-1

I



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR L9 TAHUN2O22
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEI{AT
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA SEMA
TiM SEKRMARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA KART.JPATEN I(OTAWARINGIN
BARAT PT'RIODE TAHUN '2A,22 - 20)6

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMATtlt RA(}AMA {}.'KL,jIl}
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERIODE TA}JUN 202.2 . 2026

NAMA i.IAtsATAN POKOK
.IAIIA'I'NN I)AI,N VI

I:KT]B

Kotawari Barat Kc'lua

Wakil Ketua

Sekrctaris

4 Kepala Kepolisian Resort Kotarvaringin Barat Anggota

AnggotaKomandan Kodinr l0l4rPangkalan Bun

NO:

BOPA

1

Anggota

Anggota

Anggota

TI KOTAWARINGIN BARAT,

}.IURHIDAYAH

2.
Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten
Kotarvari Barat

j

5
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Kepala Badan Kesatuan
Kotawaringin Barat

Bangsa dan Politik Kabupaten

6. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

7
Ketua Pengadilan
Barat

Agama Kabupaten Kotawaringin

8
Katrid. Bina ldeologi.
Pada Badan Kesatuan
Kotar.l'aringin Barat

Wasbang dan Karakter Bangsa
Bangsa dan Politik Kabupaten



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KOTA\IfARINGIN BARAT
NOMOR 2g TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASET{AT
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA SERTA
TIM SEKRETARTAT FORUM KERUKU!$AN UMAT
BERAGAMA KABUPATEN ITOTAWARINGIN
BARAT PERIODE TAHUN 2022 - 2026

SUSUNAN PENGURUS TIM SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMA?
tsERAGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERIODE'IAHUN 2O22 - 2O2tt

JABATAN DALAM FKI.JB

-l'rias Agung Wihorr,o. SII 'Analis Krhiiakan Ahli
IVuda l)ada lJadan Kesatuan l3angsa dan [)olitrk
K a[:upaten Kotarraringin Barat

Koordinator

l
Kcluit

NAMA i.IABATAN POKOKNO

Akhrnad Fauzie, SIJ ,' Analis Kebijakan Ahli
Muda Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Polirik
Kabupalen Kotarmringin Barat

Poltak Holomoan llutapea, SE Pcngcrnbang
Dialog dan Wawasan Multikultural Pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Polirik Kahupaten

n Barat

Arlggtrta

Anggota

BTJFA KOTAWARIN(iIN RARAI.

4

w
NURHIDAYAI_I

i i Drs. Inran Wahyudi. MAB i Sekretaris Badan '

i t I Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten ,

i I Kotarvaringrn Barat :

---*1--



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI KO?AWARINGIN BARAT
NOMOR .:' TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUI{AN FORUM KERUKUNAN

UlvlAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASE}TAT

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA SEKTA
TIM SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAIV{A IfiBUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT PERIODE TAHUN 2022 _ 2026

HONORARIUM DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

KAE}UPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERIODE TAHUN 2022 - 2026

RESARAN }IONORARITJM
ORANG/KEGIATAI'i

ANG(iOTA Itp. 750.000,

TIONORARIUM ANG(}OTA FORLIM KIiRUKUIii\N L;MA'f I'lDItr\Gr\M,,\ Kr\llt.:I):1TI']I
KOTAWARINGIN T}ARAT PERIOIfIi TN]jUN 2022 - 2026

NO .IARATAN I)AI,AM'IIM RIiSARAN }.IONORARIUM
oRANG/KLlGtATAN

KEl'LiA Rp. l.O{}0.O00.-

Rp. 750.000,-

Rp. 750.000,-

Rp. 750.000,-

!

NO JABATAN DALAM TIM

1 KETUA Rp. 1.000.000,-

2 WAKIL KETUA
jI Rp. 7s0.oo0,-
i

Rp. 750.O00,-

4

l

,2

3

4 WAKII, SI}KRBTARIS

SEKRETARIS

i)

r
I

I

r-._-i a : spxRptaRts
ii*- -+-..-__*_

WAKII, KETUA I

I

ANGGOTA Rp. 750.000,-
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}]ONORARIUM SBKRETAR]AT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

KABUPATtrN KOTAWARINGIN BARAT PERIODE TAHUN 2022 - 20'26

KOTAWARINGIN BARAT,

NO JABATAN DALAM TIM
BESARAN HONORARIUI!{

ORANGIKEGIATAN

1I KOORDINA'I'OR Rp. 75O.000,-

2 KETUA Rp. 500.000,-

3 ANGGOTA Rp. 350.000,-


